KAB. PASURUAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG

Nomor : PKS/1/VI/KA/HK.02/2022/BNNK
Nomor :¢-48| /RRI-MLG/06/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI PENYIARAN

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua bertempat di Kota Batu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ERLANG DWI PERMATA, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 05
Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggugrejo Pasuruan, 67125, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

IWAN EFFENDI, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang yang berkedudukan di
Jalan Candi Panggung Nomor 58, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur 65142 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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Benepalinman antaea Hadan Navkotthn Nomtonal  dengan  hementevian
Pakum dan Hak Asaat Manuvaia Republih fndonest bembaga Peayiarn g
Publik Radin Repubiik ndonesia Nomor N6 IV IRA THR 02 72023 THNN
dan Nomor 1 620/DU/04/2092 Tahuin 20202 entang Pencegahan dan
Pemberantanan  Penyvalahpgunaan dan Peredaran delap Narkotikadan
Prefinrrar Narkotika Melalud Penyiaran, i

4 Bahiwa  pelaksanaan Nota Renepahaman - sebagaimana dimaksd - pada )
el o, ditmdallaniutd dengan Poranginn ke Hama anta PARA PINHAK
VA enfadt  anta Kenatuan  dan  tdak  terpiahkan dengan Nota 5

Nenepahnman,

Dengan memperhatikan Ketentuan peraturan  peoandang undangan - sebaga 5|

berikub:

I Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 fentang Pera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor JH87);

2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penviaran (Lembaran
Negara  Republik ndoneain Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republil Indoneata Nomor ALY,

40 Undang UndangNomor I8 Tahun 2000 tentang  Narkotika - (Lembaran
Negara Republik indoneaia Tahun 2000 Nomor 143, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonenia Nomot H002),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Penviaran

Pablike Radio Republik Indoneain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
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15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang jenis «

berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesiza;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, Leickomunicas
dan penylaran,

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo:
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 128);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif yang berlaku
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang
perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata
Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai
Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) yang berlaku pada Lembaga Penylaran Publik
Radio Republik Indonesia;

Surat Edaran Men PAN RB Nomor 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan
Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi ASN;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan

18. Surat Keputusan Penunjukan Kepala LPP RRI Malang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya,
sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika Melalui Penyiaran di Kabupaten Pasuruan, dengan
menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
(1) Maksud Perjanjian kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan
pelaksanaan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan efektifitas
koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1)  penyebarluasan informasi dan edukasi dan advoksi tentang pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

publikasi pemberitaan tentang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
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peningkatan pers calh
p“”(‘f‘z'l‘t‘l'm _5;”"” serta PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan
N'\I'kullgk-; " dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
a dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
deteksi dini terhad:
: 1k\ dini l{.rhd.ddp penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
rekursor Narkotika; dan

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK,

bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PENYEBARLUASAN INFORMASI, EDUKASI, DAN ADVOKASI TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 3

informasi dan edukasi tentang pencegahan

(1) Penyebarluasan komunikasi,
sor Narkotika melalui media radio yang

penyalahgunaan Narkotika dan Prekur
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pelaksanaan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui media radio yang meliputi:

a. talkshow;

b. diskusi interaktif;

¢. kampanye anti Narkoba; dan/atau

d. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif PTHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a. menyampaikan dan memberikan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gel

Prekursor Narkotika;
 memberikan materi pesan layanan masyarakat tent
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dalam bentuk audio visual, gambar dan/ atau

animasi kepada PIHAK KEDUA.

materi tentang pencegahan dan
ap Narkotika dan

ang pencegahan dan

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
pelaksanaan

dan prasarana dalam rangka

edukasi tentang pencegahan dan
Narkotika dan

a. memfasilitasi sarana
komunikasi, informasi  dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Prekursor Narkotika;
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b. menayangk: ateri Bess
ayangkan materi pesan layanan masyarakat tentang pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dalam bentuk audio yang berada di lingkungan
PIHAK KEDUA, |

c. berpartisipasi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan
program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

(5) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. menyediakan materi tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika (P4GN);

b. mendapatkan fasilitas penayangan materi pesan layanan masyarakat
pada perangkat elektronik yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. mengajukan permohonan narasumber kepada PITHAK PERTAMA untuk
pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika (P4GN);

b. mendapat materi tentang Pencegahan dan  Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika (P4GN) dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi.

BAB IV

PUBLIKASI PEMBERITAAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

Pasal 4

(1) Publikasi pemberitaan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika dilaksanakan PIHAK KEDUA.

(2) Publikasi pemberitaan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika dapat berupa:

a. talkshow;

b. diskusi interaktif;

c. kampanye anti Narkoba; dan/atau

d. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif PIHAK KEDUA.
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BAB YV

PENINGKAT

PEMBERANT:gAl;Em SERTA DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN
ALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 5

1 . .

(1) PARA PIHAK saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta dalam
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

(2) Peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pembentukan Satgas atau Penggiat Anti Narkotika di lingkungan PIHAK
KEDUA;

(3) Kegiatan peningkatan peran serta dalam melaksanakan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dapat berupa:

a. pengembangan kapasitas; dan/ atau

b. bimbingan teknis.

BAB VI

DETEKSI DINI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
menyiapkan petugas pengambil dan pemeriksa sampel urine.
melakukan pengawasan saat pengambilan urine untuk tes/ uji narkoba;
menerima penyerahan sampel urine untuk tes/ uji narkoba;

menganalisa sampel urine untuk tes/ uji narkoba;
memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan kepada PIHAK

KEDUA;
f. menjaga kerahasiaan hasil tes/ uji narkoba PIHAK KEDUA.

o 0 o

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. menyiapkan peserta tes / uji narkoba;
b. menyediakan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan pada
pelaksanaan tes/ uji narkoba, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan

jadwal yang disepakati PARA PIHAK;
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c. menyediakan sarana pr
| an a prasarana yang akan digunakan ps 2
. 3 yang akan digunakan pada pelaksanaan
tes/ uji narkoba. : ! p c
(3) PIHAK PERTAMA '
sumber daya d mempunyai hak meminta dan memperoleh bantuan
- dava - RATC [ yQr |
tai ] Wil aya aan .bdrand prasarana dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan
es/ uji narkoba di lingkungan PIHAK KEDUA:

4) PI i -
(4) HAK KEPUA mempunyai hak mendapatkan laporan tertulis mengenal
hasil pemeriksaan dari PITHAK PERTAMA;

5 1 1 =Y - » . . . . . -
(5) Hasil tes urine narkotika untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan

konfidensial;
ksi Dini wajib

(6) Publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkotika untuk Dete
memenuhi:
hasil tes konfirmasi laboratorium;
Persetujuan PIHAK KEDUA; dan
Materi publikasi memuat jumlah orang yang diperiks
maupun negatif tanpa menyebutkan identitas secara detail.

a baik positif

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak t
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

akatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan
(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku

anggal

Perjanjian Kerja
berdasarkan kesep
koordinasi paling lambat 3
Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian
Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya
Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
akhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi

ayat (2), maka peng
tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja

Sama ini.
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BAB VIII | ]
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. -

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

(1 PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal
2 Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaar, dan keamanan data
dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk
memberikan data dan informasi yang merupakan bagian dari kewajiban
kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka
PARA PIHAK, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau
informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

tersebut;

(4) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam
penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA

atau PIHAK KEDUA.
BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

— 77
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(2)

(1)

PARA PIHAK i

a .
——— KerjadaSJZ:—lfe'Ja'bat penanggung jawab yang akan melaksanakan
iy ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai

a.

PARA PIHAK sctiap waktu dapat m
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan
perubahan alamat korespondensi paling

sebelum terja
Gelama pemberitahuan peruba
diterima,
menggu

perubahan dan/
Sama ini akan
PIHAK yang dituangkan secara te

(adendum) yang merupa kesatuan dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan

Subbagian Umum

Jalan Veteran No. 05 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan
Panggugrejo Pasuruan, 67 125
Telepon : (0343) 4742966
e-mail : bnnkab_ pasuruan @bnn.go.id
alang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia M
Jalan Candi Panggung Nomor 58, Mojolangu, Kecamatan

Kota Malang, Jawa Timur 65142

Lowokwaru,

. (0341) 495850

Telepon
: siaranrrimalang2@gmail.com

Email

engubah alamat korespondensi

lambat 7 (tujuh) hari kalender
pondensi terse but;

han alamat korespondensi tersebul belum
densi penyampaian informasi tetap
maksud pada ayat (1).

dinya perubahan alamat kores

maka segala korespon
densi sebagaimana di

nakan alamat korespon

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

m diatur dalam Perjanjian Kerja

atau hal-hal yang belu
diatur dan ditetapkan perdasarkan kesepakatan PARA
rtulis dalam kesepakatan tambahan

kan satu

Vi
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(1)

(2)

V&

Ap&f’:bll{i_ di _ke.mudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK sccara
musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada. awal Perjanjian
Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeteral
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani PARA PIHAK;

iki janji i ini di o : t kerja sama
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semanga
yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

nM’i
't‘j £

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

